ABSTRAK

‘Umar bin al-Khattab adalah khalifah yang cerdas lagi bijak. Ada banyak produk
hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khattab yang tidak
sesuai dengan keputusan yang pernah diambil oleh pendahulunya. Bahkan, ‘Umar
bin al-Khattab pernah merubah keputusan hukum yang telah diambilnya sendiri
pada tahun pertama dengan keputusan yang baru pada tahun berikutnya. Apa yang
dilakukan oleh Umar bin al-Khattab merupakan bagian dari terobosan hukum
yang bersifat progresif dan bernuansa politik hukum. Bahkan, jika dikaitkan
dengan perkembangan hukum di Indonesia, apa yang telah dilakukan ‘Umar bin
al-Khattab pada 14 abad yang lalu itu dalam banyak hal relevan dengan kebutuhan
hukum nasional dewasa ini.

Karya ini mencoba mengungkap 4 permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimanakah
pengembangan pemikiran hukum ’Umar bin al-Khattab?(2) Bagaimanakah
historisitas pemikiran hukum Islam ‘Umar bin al-Khattab? (3) Bagaimanakah
relevansi pemikiran hukum ‘Umar bin al-Khattab terhadap pengembangan hukum
keluarga di Indonesia?(4) Bagaimanakah potensi pengembangan hukum keluarga
di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi
pengembangan pemikiran hukum ‘Umar bin al-Khattab dan kondisi sosio politik
yang dihadapinyaketika mengambil keputusan hukumterhadap suatu perkara
sekaligus mengungkap spirit of Islamic law yang beliau terapkan Kketika
menyelesaikan persoalan hukum yang terkadang berbeda dengan apa yang
tersurat. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah relevansi apa yang menjadi
tolok ukur terobosan ‘Umar bin al-Khattab dengan regulasi hukum keluarga di
Indonesia, dan potensi apa yang bisa dilakukan dalam upaya pengembangan
hukum keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat
kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang difokuskan pada teori,
pendapat, dalil atau kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historisitas politik hukum
(historical approach), dalam rangka melacak fakta sejarah, dan memahami
filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Termasuk perubahan dan
perkembangannya.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa:(1) Umar bin al-Khattab kerap kali
dihadapkan pada sejumlah kasus hukum yang muncul pada masa
pemerintahannya, baik yang berupa perkara yang tidak terdapat dalam
nash,maupunperkara yang ada dalilnya dalamnash namun tidak relevan dengan
konteks yang dihadapinya. Situasi ini mendorong ‘Umar untuk berijtihad dengan
menggunakan  pemikiran  progressifnya guna menyelesaikan  pelbagai
permasalahan hukum yang muncul, dengan tetap berpedoman pada prinsip
keadilan dan kemanfaatan hukum. (2) Dalam kenyataannya, pemikiran ‘Umar bin
al-Khattab menggunakan perspektif politik hukum yang bersifat progresif,
berdasarkan spirit of Islamic law. Pendekatan yang diambil ‘Umar bin al-
Khatttab, melalui tafsir dan takwilnya, lebih menjurus kepada extra doctrinal
reformyang dikembangkandari legal normatif eksetoris menuju substantif esetoris.
(3) Model ijtihad dan kepemimpinan ‘Umar bin al-Khattab yang berorientasi
kepada keadilan dan kemanfaatan hukum itu relevan dengan kebutuhan
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pengembangan hukum keluarga di Indonesia.Upaya ini dapat dilaksanakan dalam
beberapa wilayah strategis yang meliputi: 1) Wilayah politik, dalam hal ini berupa
kebijakan para pemangku kekuasaan dan pengambil keputusan hukum2) Wilayah
institusional, berupa keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh para hakim di
Peradilan Agama3) Wilayah akademis, berupa reorientasi kurikulum di fakultas
hukum, khususnya yang menyangkut hukum keluarga.

Kata Kunci: Politik Hukum, ‘Umar bin al-Khattab, Hukum Keluarga
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ABSTRACT

‘Umar bin al-Khattabwas a smart and wise caliph. Many legal products were
carried out during the reign of Umar bin al-Khattab which were not following the
decisions made by his predecessors. The caliph even ever changed the legal
decision he had taken himself in the first year with a new decision the following
year. What was done by ‘Umar bin al-Khattabis part of a legal progressive
breakthrough that has nuances of political law. If it is related to the development
of law in Indonesia, what ‘Umar bin al-Khattabhas done in the past 14 centuries
ago is, in many ways, relevant to the needs of national law today.

This work tries to uncover three main problems, namely: (1) What were the social
and political settings faced by ‘Umar bin al-Khattabwhen he made legal
breakthroughs? (2) How was the condition of legal development at that time? (3)
Where is the relevance of the second caliph policy to the development of family
law in Indonesia? This study aims to describe the political and social situation
faced by ‘Umar bin al-Khattabwhen making a legal decision on a case, as well as
revealing the spirit of the Islamic law that he applied when resolving legal issues
that sometimes differ from the sound of the scriptural text. The final aim of this
research is to obtain the construction of the ‘Umar bin al-Khattab’s ijtihad model
that can be used to develop family law regulations in Indonesia.

This research is library research, which is qualitative by using normative legal
research methods. The primary source is all information relating to ‘Umar bin al-
Khattab's policy in deciding all problems that occur in society at that time. Data
collection techniques are carried out through literature studies that focus on
theories, opinions, propositions, or legal norms relating to the problem under
study. This study also uses the normative historical approach (historical
approach), to trace historical facts, and understand the philosophy underlying the
rule of law, including its changes and developments.

This research found the fact:(1) that ‘Umar bin al-Khattabwas often confronted
with a number of legal cases that emerged during his reign, both in the form of
cases that were not contained in the texts and cases having a legal basis but were
not relevant to the context in which he was facing. This situation encouraged
‘Umar to perform ijtihad by using his progressive thinking to solve various legal
problems that arose while remaining guided by the principles of justice and the
usefulness of the law. (2) In reality, the thought of ‘Umar bin al-Khattab is
sometimes incompatible with the textuality of the verses of the Quran because he
used a progressive perspective of the politics of law based on the spirit of Islamic
law. The approach taken by ‘Umar bin al-Khattab, through his interpretation
and takwil, leads to extra doctrinal reform developed from legal normative
exoteric to substantive esoteric.(3) The ijtihad model and ‘Umar bin al-Khattab's
leadership oriented towards justice and the benefit of the law are relevant to the
development needs family law in Indonesia. These efforts can be carried out in a
number of strategic areas which include: 1) Political areas, in this case in the form
of policies of stakeholders and legal decision-makers, 2) Institutional areas, in the
form of legal decisions made by judges in the Religious Courts 3) Academic area,
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in the form of curriculum reorientation in the law faculties, especially concerning
family law.
Keywords:Political law, ‘Umar bin alKhattab, FamilyLaw



